BAB III
KONDISI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Pada bab sebelumnya penulis menjelaskan tentang pemikiran Wallerstein
tentang teori sistem dunia. Pada bab tersebut dijelaskan tentang klasifikasi negara-
negara di dunia, dari pinggiran, semi pinggiran dan pusat. Pada bab ini penulis
berusaha menjelaskan gambaran umum tentang keadaan Indonesia dibawah
pemerintahan SBY. Dari gambaran kondisi tersebut dapat terlihat dimana posisi
Indonesia saat ini. Selain itu pada bab ini akan dijelaskan pula faktor-faktor

penyebab keadaan yang dialami Indonesia saat ini.

A. Gambaran Umum Indonesia Pada Masa Pemerintahan SBY

Terpilinya SBY sebagai presiden pada periode 2004-2009 dengan
pemilihan langsung menjadikan Indonesia scbagai negara yang maju dalam
demokrasi. SBY yang terpilih langsung oleh suara rakyat Indonesia membuat
SBY mempunyai legitimasi yang kuat dalam menjalankan tugasnya selama
periode pemerintahannya. Kemajuan demokrasi yang terjadi di Indonesia
membawa pengaruh positif pada kebebasan perbendapat dan kebebasan pers yang
telah dibungkam pada masa orde baru. Untuk melihat kemajuan Indonesia
dibawah pemerintahan SBY, selain kemajuan sistem Demokrasi dapat juga dilihat
dari sektor ekonomi dan militer karena kondisi suatu negara dapat dikatakan

negara pusat atau pinggiran lebih dilihat pada faktor ekonomi dan militer.
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1. Bidang Perekonomian

Pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an, Indonesia mempunyai pertumbuhan
ekonomi dan sosial yang sama dengan bangsa-bangsa Asia lainnya. Sementara
bangsa-bangsa Asia seperti, Korea Selatan, Hongkong, Taiwan, Jepang, dan
Singapura sudah menjadi negara maju yang kaya, tetapi sampai saat ini Indonesia
masih menjadi negara miskin,"

Dalam hal perekonomian jika dibandingkan dengan negara lain indonesia
masih jauh tertinggal. Jika berbicara tentang perekonomian tolak ukumya dapat
dilihat dari PDB (produk domestik bruto). Jumlah PDB Indonesia menurut Badan
Pusat Statistik mencapai pada tahun 2009 Rp 4.954 triliun.? Jika dilihat dari
jumlah tersebut terlihat bahwa jumlah PDB Indonesia tergolong tinggi tetapi
faktanya total PDB tersebut harus dibagi dengan jumlah penduduk indonesia yang
mencapai 220 juta jiwa, sehingga jika dibandingkan dengan negara-negara
ASEAN pada tahun 2007, Indonesia masth kalah dengan Singapura yang PDB
tiap orangnya 32.000 US $, Malaysia dengan 12.700 US § tiap orang dan
Thailand 9200 US $. Memang jumlah PDB Indonesia terbesar se-ASEAN tetapi
PDB Indonesia tiap orangnya hanya 4600 US $ jauh dari Thailand.?

Selain dilihat dari PDB, tingkat perckonomian suatu negara dapat dilihat
dari tingkat ekspor-impornya. Nilai ekspor Indonesia bisa dilihat pada tabel di

bawah ini:

! Mohammad Amien Rais, Selamatkan Indonesia, Yogyakarta: PPSK Press, 2008, hal.193
2 http://bisnis.vivanews.com/news/read/30503-pdb_indonesia, diakses pada 4 Februari 2010
? https//www.detiknews.com, diakses pada 2 Februari 2010



TABEL 3.1
PERKEMBANGAN EKSPOR INDONESIA
Tahun 1996-2008*
Nilai: Juta US$
EKSPOR
Tahun Sektor
Total | Migas | NonMigas 5 re v T Tndustri | Tambang | Lainnya
1996 49.814,8 | 11.721,8 38.092,9 29204 | 32.177,0 3.054.2 1,3
1997 53.443,6 | 11.622,5 41.821,1 3.274,9 | 34.843,0 3.170,5 532,7
1998 48.847,6 | 7.872,2 40.975.5 3.658,9 | 34.587,7 2.724,4 4,5
1999 48.6655| 9.792,3 38.873,2 2.921,8 [ 33.312,0 2.634,5 4,9
2000 62.124,0 | 14.366,6 47.7574 2.728,7 | 41.983,4 3.040,8 4,5
2001 56.320,9 | 12.636,3 43.684,6 2.453,5| 37.656,2 3.569,6 5,4
2002 57.158,8 | 12.112,7 45.046,1 2.589,0 | 38.708,8 3.743,7 4,5
2003 61.058,2 | 13.651,4 47.406,8 2.542,6 | 40.8634 3.995,6 52
2004 71.584,6 | 15.645,3 55.939,3 2.513,4 | 48.660,1 4.761,4 4.4
2005 85.660,0 | 19.231,6 66.428,4 2.906,8 | 55.567,0 7.946,8 7,8
2006 100.798,6 | 21.209,5 79.589,1 3.398,5| 64.990,3 | 11.191.5 8,9
2007 114.101 | 22.088,6 92.012,4 3.689,0 | 76.429,5 | 11.885,00 9.0
2008 137.020,5 29.126,4 107.3724 4626,6 88.351,8 26.906,40 10,1
Sumber: BPS (diolah oleh PUSDATA, Depperin)
Tabel 3.2
Penurunan Ekspor Indonesia
Disektor Migas dan Non Migas
Tahun 2
Nilai: Juta US$
EKSPOR
, BULaN Migas Non Migas

Januari 1.918,4 7.689,6

Februari 2.576,9 7.266,0

Maret 2.499.8 7.776,9

April 2.861,1 8.795,6

Mei 33153 8.348,9

Juni 3.685,9 8.424

Juli 3.639,1 9.230,7

S 3.177,1 9.149,1

September 2.539,1 8.803,7

Oktober 1.977,7 8.754,8

November 1.358,0 7.723,3

Desember 1.014,4 6.681,2

Sumber: BPS (diolah oleh PUSDATA, Depperin)

4 httpe//www.depperin.go.id/Ind/Statistik/Indikator/exim.asp, diakses pada 4 Februari 2010

5 Ibid
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Tujuan ekspor Indonesia rata-rata ke negara-negara maju seperti Jepang,
Singapura, Amerika Serikat, China, Perancis, Uni Eropa dari data diatas
mengalami penurunan hampir disemua negara tujuan ekspor. Rata-rata barang-
barang yang di ekspor tersebut berupa bahan-bahan mentah seperti CPO, bahan-
bahan pertanian, buah-buahan, produk makanan olahan (lidah buaya, mengkudu,
jamur), dan hasil tekstil serta produk furniture. Rata-rata yang produk-produk
yang diekspor adalah bahan-bahan mentah.®

Sementara untuk impor Indonesia sepanjang 2009 mencapai 96,86 miliar
USS atau turun 25,03% dibanding impor sepanjang 2008. Negara pemasok barang
impor terbesar adalah Cina mencapai 17,36%. Pemasok barang impor terbesar
kedua ke Indonesia adalah Jepang yang menguasai pangsa 12,5%, kemudian
disusul Singapura 11,2%. Untuk impor dari negara-negara Asean secara
keseluruhan menguasai pangsa 22,36%. Barang impor nonmigas terbanyak pada
2009 masih sama, yakni berupa barang mesin dan pesawat mekanik sebesar US$
1,1 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 8,72%.” Dari Jepang Indonesia
mengimpor barang-barang seperti, mesin-mesin dan suku-cadang, produk plastik
dan kimia, baja, perlengkapan listrik, suku-cadang elektronik, mesin alat
transportasi dan suku-cadang mobil.”

Melihat data ekspor dan impor Indonesia terlihat barang-barang yang
mendominasi untuk di ekspor ke negara-negara maju sebagian besar adalah
barang-barang produksi pangan dan bahan-bahan mentah, sedangkan barang-

¢ httpz//www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2006/07/27/, diakses pada tanggal 7 Februari 2010
Thitp://bisnis.vivanews.com/news/read/71477-china_masih_rajai_barang_impor_indonesia,
diakses pada tanggal 7 Februari 2010

® http-//www.id.emb-japan.go.jp/birelEco_id html, diakses pada tanggal 7 Februari 2010
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barang yang mendominasi impor Indonesia yang sebagian besar dari negara-
negara maju berupa barang-barang teknologi. Dari sini terlihat adanya
ketidakseimbangan dalam perdagangan internasional yang terjadi antara Indonesia
dan negara mitra perdagangan yang sebagian besar negara maju. Seperti yang
digabarkan oleh Immanuel Wallerstein.

Selain indikator-indikator diatas masalah investasi juga bagian dari
indikator makro ekonomi. Rata-rata di negara berkembang jumlah investasinya
cenderung rendah karena faktor-faktor tertentu seperti rendahnya kestabilan
politik, infrastriktur, birokrasi. Tetapi di negara-negara maju yang mempunyai
kestabilan politik, infrastruktur yang terpenuhi serta birokrasi yang cepat
cenderung jumlah investasinya tinggi. Investasi ini dapat mempengaruhi gerak

perekonomian suatu negara.




Tabel 3.2
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Perkembangan Realisasi Investasi 2004-2008°

Modal Domestik Modal Asing
Tahun Nilai Nilai
Proyek | ppMitian) | Prk | (Uss.Juta)
1990 253 2.398,6 100 706.,0
1991 265 3.666,1 149 1.059,7
1992 225 5.067.4 155 1.940,9
1993 304 8.286,0 183 5.653,1
1994 582 12.786,9 392 3.771,2
1995 375 11.312,5 287 6.698,4
1996 450 18.609,7 357 4.628,2
1997 345 18.628,8 331 3.473,4
1998 296 | 16.512,5 412 4.865,7
1999 248 16.286,7 504 8.229,9
2000 300 22.038,0 638 9.877,4
2001 160 9.890,8 454 3.509,4
2002 108 12.500,0 442 3.082,6
2003 120 12.247,0 596 5.445,3
2004 130 15.409,4 548 4.572,7
2005 215 30.724,2 907 8.911,0
2006 162 20.649,0 869 5.991,7
2007 159 34.878,7 982 10.341,4
2008 239 20.363,4 1.138 14.871,4
CATATAN:

1. diluar investasi sektor minyak dan gas bumi, perbankan, lembaga
keuangan non bank, Asuransi, sewa guna usaha, pertambangan dalam
rangka kontrak karya, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu
bara, investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/sektor,
investasi porto folio (pasar modal) dan investasi rumah tangga

2. Proyek: jumlah izin usaha tetap yang dikeluarkan

Tabel diatas menunjukan bahwa perkembangan penanaman modal asing

mengalami perkembangan yang relatif tinggi daripada penanaman modal dalam

negeri. Dari perkembangan ini mengindikasikan bahwa modal asing lebih

mendominasi dalam perekonomian di Indonesia. Rata-rata dinegara berkembang

pengusaha lokal kalah apabila bersaing dengan pengusaha asing.

® http//www.bkpm.go.id/index.php/main/statistikdetail/28, diakses pada tanggal 12 Januari 2010
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Tetapi jika dibandingkan dengan negara Korea Selatan investasi di
Indonesia masih jauh tertinggal, padahal pada tahun 2003 kedua negara ini
mengalami permasalahan yang sama dalam kesulitan menarik investasi asing.
Tetapi pada tahun 2009 Korea Selatan berhasil menarik lebih banyak investasi
asing dibandingkan dengan 6 negara dengan perekonomian sedang berkembang
dan maju di Kawasan Asia. Menurut Bank Sentral Korea, BOK dan Pusat Korea
untuk Keuangan Internasional, skala pembelian saham oleh investor asing di pasar
bursa Korea sampai akhir Nopember 2009 mencapai sekitar 23 miliar dolar AS)®

Keadaan lain yang dapat dilihat dari perkembangan keadaan Indonesia
adalah dilihat dari jumlah perkembangan utang luar negeri kepada negara lain,
karena sebagian besar negara pinggiran masih menggantungkan pertumbuhan
pembangunan dari utang luar negeri. Sejak masa orde baru Indonesia sudah
terbiasa berhutang kepada negara maju, hal tersebut tetap berlanjut ke rezim-rezim
berikutnya sampai rezim SBY. Pemerintahan SBY dinilai masih gemar berhutang
seperti pendahulu-pendahulunya, bahkan pada masa SBY mengalami peningkatan
utang luar negeri.

Pemerintahan SBY tidak belajar dari pengalaman pemerintahan terdahulu.
Berutang sudah menjadi budaya untuk pembangunan di Indonesia. Pada akhir
pemerintahan presiden Sockarno tahun 1966 utang luar negeri Indonesia 2,437
miliar US$. Jumlah tersebut meningkat 27 kali lipat pada akhir pemerintahan
Soeharto sebesar nilai 67,329 miliar dolar. Pada akhir tahun 2003 utang itu

menjadi 77,930 miliar dolar AS. Menjelang akhir tahun 2008 memasuki akhir

19 http:/fworld.kbs.co.kr/indonesian/news/, diakses pada tanggal 7 Februari
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masa kepemimpinan SBY-JK utang Indonesia sudah mencapai 2.335,8 miliar
dolar. Selain karena penambahan utang baru, hal itu terjadi sebagai dampak
langsung dari terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap tiga mata asing utama: Yen
Jepang, Dolar AS dan Euro."

Dibawah ini merupakan tabel perkembangan utang luar negeri Indonesia

berdasarkan negara/lembaga pemberi pinjaman dari tahun 2004-2009.

Tabel 3.3
Proporsi Pinjaman Luar Negeri
Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor, 2004-2009.
r miliar US $)
Negara/Lembaga | 2004 2005 [ 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | %
Jepang 28.64 | 25.58 | 24.47 | 24.63 | 29.61 | 27.09 43.0%
ADB 9.04 | 9.16 | 9.41 | 10.87 | 10.87 10.56 | 16.8%

World Bank 990 | 9.1 | 8.74 | 8.96 | 8.96 8.71 | 13.8%

Lain-lain 21.01 | 19.25 | 19.40 | 17.24 | 17.24 16.65 | 26.4%

TOTAL 68.59 | 63.09 | 62.02 | 62.25 | 66.69 63.01

Dari data diatas dari tahun 2004 sampai 2009 ada peningkatan utang luar
negeri dibeberapa negara/lembaga kreditor. Kreditor terbesar ke Indonesia
adalah Jepang. Besamya utang Indonesia kepada negara/lembaga pemberi
pinjaman menimbulkan beberapa konsekuensi. Dari aspek ckonomi tingginya
cicilan utang membuat APBN semakin terbebani, anggaran yang seharuanya

untuk kescjahteraan rakyat justru digunakan untuk membayar angsuran/bunga

! Harian Kompas halaman 5 yang terbit 24 November 2008
12 pttpr//www.depkeu.go.id, diakses pada tangga! 7 Februari 2010

I ————



utang yang menumpuk. Apalagi ADB menolak untuk menurunkan bunga
pinjaman (saat ini sekitar 1% pertahun dengan masa tenggang 8 tahun dan 1,5%
setelah masa tenggang berakhir.

Dalam pemberian pinjaman negara-negara pemberi pinjaman akan
memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminjam atau sering
disebut Letter of Intent (LOI). Konsekuensi dari penandatanganan LOI adalah
hilangnya kemandirian ekonomi. Sejak ekonomi Indonesia berada dalam
pengawasan IMF, Indonesia ditekan untuk melakukan reformasi ekonomi
program penyesuaian structural yang didasarkan pada Kapitalisme-Neoliberal.
Reformasi tersebut meliputi: campur-tangan Pemerintah harus dihilangkan,
penyerahan perekonomian Indonesia kepada swasta (swastanisasi) seluas-luasnya,
liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dengan menghilangkan segala bentuk
proteksi dan subsidi, memperbesar dan memperlancar arus masuk modal asing
dengan fasilitas yang lebih besar."

Di bawah kontrol IMF, Indonesia dipaksa mengetatkan anggaran dengan
pengurangan dan penghapusan subsidi; menaikkan harga barang-barang pokok
dan pelayanan publik, meningkatkan pencrimaan sektor pajak dan penjualan aset-
aset negara dengan cara memprivatisasi BUMN." Dari kebijakan-kebijakan yang
harus disetujui Indonesia sebagai syarat utang maka jelas terlihat bahwa
kenyataanya pembangunan di Indonesia pada masa pemerintahan SBY
dikendalikan oleh negara/lembaga pemberi pinjaman.

13 http-//hizbut-tahrir.or.id/2009/10/10/pemerintah-diminta-lakukan-liberalisasi-ekonomi/, diakses
7 Februari 2010
* Ibid
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Jika dianalisis lebih dalam, ada lima bahaya dibalik utang luar negeri.
Pertama, membahayakan eksistensi negara. Utang adalah metode baru negara-
negara kapitalis untuk menjajah suatu Negara. Yang dimaksud adalah penjajahan
ekonomi yang secara tidak langsung. Kedua, sebelum utang diberikan, negara-
negara pemberi utang biasanya mengirimkan pakar-pakar ekonominya untuk
memata-matai rabasia kekuatan/kelemahan ekonomi negara tersebut dengan
alasan bantuan konsultan teknis atau konsultan ekonomi. Saat ini di Indonesia,
sejumlah pakar dan tim pengawas dari IMF telah ditempatkan pada hampir semua
lembaga pemerintah yang terkait dengan isi perjanjian Letter of Intent (Lol).
Ketiga, membuat negara pengutang tetap miskin karena terus-menerus terjerat
utang yang makin menumpuk dari waktu ke waktu."®

Sejak pemerintahan Soekano sampai SBY dalam pembangunan,
Indonesia selalu mengandalkan dari utang. Padahal utang yang diambil Indonesia
tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah sehingga utang yang ada tidak bisa
memakmurkan Indonesia. Rakyat Indonesia masih terjerat dengan kemiskinan.
Keempat, utang luar negeri pada dasarnya merupakan senjata politik negara-
negara kapitalis terhadap negara lain yang kebanyakan adalah negara-negara
pinggiran. Dokumen-dokumen resmi AS telah mengungkapkan bahwa tujuan
bantuan luar negeri AS adalah untuk mengamankan kepentingan AS sendiri.

Dalam dokumen USAID Strategic Plan for Indonesia 2004-2008, misalnya,

15 tbid
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disebutkan bahwa lembaga bantuan Amerika Serikat ini bersama Bank Dunia

aktif dalam proyek privatisasi di Indonesia."®

2. Dalam Bidang Militer

Dalam bidang militer Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara
tetangga. Kalau kita melihat wilayah Indonesia yang luas dan didominasi wilayah
perairan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Dari perairan,
Indonesia berhadapan dengan 10 negara tetangga, antara lain India, Malaysia,
Singapura, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Papua Nugini, dan Thailand
(Kajian Lemhannas). Penetapan batas perairan itu dilakukan berdasarkan Hukum
Laut Interasional menggunakan United Nation Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS) yang merupakan konvensi PBB. Begitu rumitnya penentuan batas laut
dan perairan, menjadikan wilayah Indonesia rawan konflik. Sisi daratan,
Indonesia hanya memiliki perbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor
Leste. Maka diperlukan ketahanan militer yang kuat dan alat persenjataan yang
kuat pula.'”

Alat utama sistem pertahanan (alutsista) merupakan salah satu faktor yang
paling penting dalam mengukur kekuatan TNI sebagai alat pertahanan yang
berfungsi untuk melindungi NKRI dari berbagai bentuk ancaman perang. Oleh
karena itu, sebuah kekuatan angkatan perang suatu negara akan ditakuti negara
lain salah satunya dari peralatan perang mereka, serta teknologi yang dikuasainya.

Apalagi dalam menghadapi perang yang sifatnya tidak langsung, karena

'S Ibid
'7 httpz/fwww.unisosdem.org/article, diakses pada tanggal 30 januari 2010




perhitungan efisiensi dan menghindari korban yang begitu banyak, maka
kecanggihan alat teknologi merupakan suatu kebutuhan. Perkembangan perang
pasca perang dunia kedua, tampaknya semakin mengandalkan teknologi sebagai
strategi pertama untuk menghancurkan lawan. Untuk menghadapi situasi dan
perkembangan ancaman maupun bentuk perang yang tidak lagi konvensional,
penguasaan atas teknologi bagi TNI merupakan suatu keharusan. Tetapi faktanya
kondisi riil alutsista TNI masih sangat memprihatinkan, karena sebagian besar alat
utama sistem pertahanan mereka adalah warisan peralatan tahun 1960-an, 1970-an
dan 1980-an."®

Banyak kasus pelanggaran yang terjadi berupa melintasi wilayah
Indonesia baik di perairan maupun lewat udara yang dilakukan oleh negara
tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Juga berbagai kasus kecelakaan
pesawat-pesawat militer saat digunakan. Contohnya jatuhnya pesawat C-130
Hercules Alpha 1325 di Magetan, Jawa Timur pada 21 Mei 2009. Tidak bisa
dipungkiri bahwa penyebab lemahnya militer indonesia dipengaruhi oleh
minimnya anggaran alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Pada tahun 2007
anggaran pertahanan Indonesia hanya 4,160 miliar dolar AS dengan luas wilayah
mencapai 1.919.400 k. Hal tersebut akan terlihat memprihatinkan jika keadaan
tersebut dibandingkan dengan anggaran pertahanan Singapura. Pada tahun 2007,
anggaran pertahanan Singapura mencapai 6,148 miliar dolar AS dengan luas
wilayah 684 km’. Apalagi jika dibandingkan dengan anggaran militer China yang

mencapai 70 milliar dolar AS. Indonesia masih jauh tertinggal. Padahal dengan

8 Ibid




adanya anggaran pertahanan yang tinggi, Indonesia bisa menjaga kedaulatan
negara jika dilanggar oleh negara-negara lain dan juga bisa meningkatkan daya
tawar Indonesia dikancah internasional. Selama ini persoalan anggaran memang
menjadi masalah yang berhubungan dengan buruknya kondisi alutsista. Di tahun
2009, Negara Indonesia hanya mampu menyanggupi Rp 35,03 triliun atau turun
sekitar Rp 1 triliun dari tahun 2008 yang mencapai Rp 36,32 triliun. Padahal
Minimum Essential Force (MEF) bagi Departemen pertahanan itu semestinya Rp
127 triliun. Dari anggaran itu TNI AU hanya mendapatkan sekitar Rp 3,4 triliun."”
Dengan adanya anggaran yang cukup Indonesia bisa membeli persenjataan
canggih atau paling tidak untuk merawat alat persenjataan yang sudah ada.

Minimnya anggaran alutsista tersebut menyebabkan perawatan alutsista
menjadi standar. Sehingga jika Alutsista dipergunakan bisa tiba-tiba rusak.
Keadaan ini sangat berbahaya karena dipergunakan dalam keadaan tidak perang
pun alutsista Indonesia tidak layak dipakai apalagi dalam keadaan perang atau
mempertahankan diri dari ancaman negara lain.

Masalah anggaran berakibat pada buruknya keadaan Alutsista di tubuh
TNI AD pun tidak jauh berbeda dengan keadaan alutsista di tubuh TNI AU yang
pesawat militernya sering jatuh saat dipakai bertugas. Sekitar 40% dari berbagai
jenis alusista TNI AD sudah berusia tua. Rata-rata alutsista tua tersebut keluaran
1945, 1957, dan 1960, seperti meriam 57 milimeter dan kendaraan amfibi.*®

Secara umum, kondisi alutsista yang dimiliki TNI saat ini

memprihatinkan. Berdasarkan laporan yang diterima Panitia Anggaran DPR dari

1 http: /fidsps.org/headline-news/publikasi-idsps/masalah-alutsista-di-indonesia-dan-kebutuhan-
gand-suatcgyi, diakses pada tanggal 2 Februari 2009
Ibid
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Departemen Pertahanan diketahui, dari 112 pesawat angkut TNI AU dan TNI AL
ternyata hanya 84 unit pesawat yang bisa dioperasikan. Sebanyak 28 unit lainnya
dalam kondisi rusak ringan atau parah terdiri dari enam unit Hercules C-130, satu
unit Boeing-737, satu F-27, tujuh Casa, dan 13 jenis lainnya. Dari 1.023 unit
jumiah helikopter temyata 46 unit di antaranya juga mengalami kerusakan terdiri
dari jenis Puma, Bolkow Blohn (BO), dan S-58T. Hal sama juga terjadi di jajaran
TNI AL. Dari 99 unit KRI berbagai tipe, ternyata sebanyak 32 unit ada dalam
kondisi rusak ringan dan parah. Kapal pendarat berkekuatan 1.777 buah, temyata
411 buah di antaranya juga rusak. Kondisi peralatan prajurit pun juga
memprihatinkan, misalnya senjata kondisinya hanya sekitar 55 persen, dan alat
komunikasi serta Matzi kemampuannya hanya sekitar 30 persen. Kondisi ini
diperparah oleh kesiapan radar yang rendah, karena sebagian besar tidak berfungsi
maksimal. Indonesia memiliki kurang lebih 16 radar, yang hanya berfungsi antara
8 jam/perhari. Selain itu Indonesia butuh pesawat yang memungkinkan untuk
perpindahan prajurit dari satu daerah ke daerah lain apabila dalam keadaan konflik
atau darurat tetapi pesawat udara untuk mengangkut pasukan masih sangat minim.
TNI hanya mempunyai sembilan Pesawat Hercules C-130. Padahal, kesiapan
pesawat angkut Hercules C-130 tersebut hanya mampu mendukung pemindahan
Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) menuju satu lokasi trouble spot (wilayah
konflik). Idealnya, sedikitnya perlu ada 18 unit pesawat angkut C-130 Hercules
yang selalu siap untuk sewaktu-waktu bisa digunakan memindahkan PPRC itu

minimal menuju dua trouble spots secara simultan atau bersamaan. Dengan
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kondisi demikian, tentu kondisi ini kurang ideal bagi upaya memperkuat sistem
pertahanan Indonesia.?!

Dalam beberapa hal kekuatan Alutsista TNI-AL kalah dari angkatan laut
Malaysia dan Singapura. Sebagai contoh: pemilikan kapal selam, Indonesia yang
memiliki wilayah perairan yang begitu luas hanya memiliki dua kapal selam tua,
yakni KRI Cakra dan KRI Nenggala (perlu diperbaiki). Keduanya buatan Jerman
Timur tahun 1970-an. Sedangkan Malaysia memiliki empat kapal selam. Padahal,
luas lautnya kurang dari 10% laut Indonesia. Bahkan Singapura sebagai negara
pulau kecil sudah memiliki empat kapal selam yang lebih canggih. Keterbatasan
jumlah dan terutama kualitas Alutsista berpengaruh terhadap kepercayaan diri
para prajurit TNI-AL di medan tugas/perairan. Senng kali dalam mengejar kapal
asing pencuri ikan KRI kita keteteran karena kalah cepat dengan kapal pencuri.2

Jika dilihat dari jumlah pasukan militer Indonesia mempunyai 364.264
personel. Padahal, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki luas
wilayah 1.904.443 km’. Satu wilayah negara yang luas dan memerlukan
pengamanan yang kuat agar tidak diganggu pibak asing. Kemampuan kekuatan
pertahanan Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-
negara adi daya, seperti AS maupun Rusia dan juga jika dibandingkan dengan
negara tetangga Singapura saja, yang hanya mempunyai luas wilayah sebesar ibu
kota Jakarta atau 648 km?® temyata kekuatan TNI pun relatif jauh tertinggal.

Singapura memiliki prajurit 72.500 personel yang dibekali alutsista yang lengkap

21 Ib ‘d
2 Ibid
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dan canggih. Tahun 2007 saja, Singapura menggandalkan kekuatan armada F-15
Eagle satu skuadron (12 pesawat).”

Dari kekuatan militernya Indonesia yang masih begitu lemah dan
tertinggal dari negara-negara tetangga, Indonesia tidak mempunyai cukup
kemampuan untuk menentang kekuatan hegemonial dari negara-negara maju
seperti Amerika Serikat sehingga dari aspek ekonominyapun akan berimbas

lemah.

B. Faktor yang Menyebabkan Indonesia sebagai Negara Pinggiran

Sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah
dengan wilayah yang luas dengan keberagaman hayati aneh rasanya jika
Indonesia masih menjadi negara pinggiran. Menurut Wallerstein keterbelakangan
yang terjadi di negara pinggiran diakibatkan adanya hubungan yang tidak
seimbang antara negara pusat dengan negara pinggiran dalam hubungan antar
negara, negara-negara pusat begitu mendominasi negara pinggiran sehingga
negara pinggiran tergantung dengan negara pusat secara ckonomi2* Adanya
hubungan yang tidak seimbang itu menurut Wallerstein diakibatkan adanya sistem
kapitalisme yang merupakan perwujudan dari sistem dunia.”®

Dilihat dari perjalanan scjarahnya, semangat Kapitalisme dimulai pada
abad pencerahan di Eropa abad ke-16. Abad pencerahan ditandai olch tumbuh dan

berkembangnya masyarakat industrial i Eropa, terutama di Inggris yang didorong

B prorffwww.pikiran-rakyat.com/, diakses pada 28 Januari 2010

2 Georg Ritzer-Douglas J, Goodman,Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Penanda Media, 2003,
hal.175

25 Stephen K. Sanderson, Makro Sosiologh Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 170




oleh berbagai penemuan alat/mesin pemintalan, mesin uap dan inovasi lainnya.
Sebagai dampak penemuan inovasi tersebut cara berproduksi semakin maju.
Kemajuan Industri pada abad ke-18 di Eropa, terutama di Inggris, ditandai dengan
bekerjanya mekanisme pasar dan intervensi negara pada level minimal. Sesuai
dengan pandangan liberal klasik, Adam Smith, kegiatan akan lebih berkembang
jika diserahkan pada pelaku-pelaku ekonomi sesuai kepentingannya masing-
masing. Semangat kapitalisme dan kejayaan Neoliberalisme mencapai puncaknya
pada era pemerintahan Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di
Amerika Serikat. Dua lembaga yang mewarnai kebijakan Tatcher yaitu The
Institute of Economic Affairs (IEA) yang lebih banyak terkonsentrasi pada
persoalan ekonomi dan Center for Policy Studies (CPS) yang dapat dikatakan
menjadi “pusat ide” untuk gagasan sosial partai konservatif di Inggris. Sesuai
saran kedua lembaga tersebut, oleh Tatcher, kebijakan kesejahteraan untuk rakyat
yang selama ini diberikan dikecam. Kekuasaan dan campur tangan pemerintah
banyak dikurangi. Campur tangan negara dianggap sebagai penyecbab merosotnya
pertumbuhan ekonomi, inflasi dan defisit anggaran belanja.2®

Hal yang sama dilakukan pula oleh Ronald Reagan di Amerika Serikat.
Walaupun di Amerika Serikat pemerintah nasional terlibat dalam urusan domestik
sejak era “New Deal” yang digagas Rosevelt. Oleh Reagan kebijakan “The New
Deal” tersebut diganti dengan “New Federalism”, dan hal-hal yang bisa
diselenggarakan oleh swasta diserahkan pada swasta. Melalui kebijakan

privatisasi sejumlah fungsi negara dikontrakan kepada swasta, sclanjutnya

2 Deliarnov, Ekonomi Politik, Jekarta: Erlangga, 2006, hal,166-167
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berbagai macam aturan atau regulasi dan birokrasi yang tidak efisien juga
dihapuskan. Atas tindakan tersebut, Tatcher dan Reagon sering diidentikkan
dengan istilah “deregulasi” dan “debirokratisasi”. Demi efisiensi, Tatcher dan
Reagan rela untuk menyerahkan pengelolaan program-progam sosial pada swasta
ketimbang pelayanan publik. Berbagai pengeluaran sosial dipotong, sebab
program-progam sosial tersebut dalam pandangan mereka hanya akan
menyebabkan mandeknya pertumbuhan ckonomi. Yang melatarbelakangi
perubahan pemerintah tersebut ialah karena tahun 70-an dan 80-an negara-negara
industri maju seperti Amerika dan Inggris menghadapi resesi. Selain disebabkan
oleh embargo minyak yang dilancarkan OPEC, terlalu tingginya anggaran untuk
program kesejahteraan juga dianggap sebagai salah satu peyebab krisis ekonomi
tersebut.”’

Konsekuensi dari pengaruh masuknya sistem kapitalisme adalah mulai
berkurangnya campur tangan pemerintah dalam perekonomian (melalui program
deregulasi dan debirokratisasi), dihapuskannya Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dan dipromosikannya privatisasi, liberalisasi ckonomi.?® Intinya peran
negara berusaha digantikan oleh mekanisme pasar.

Pengaruh sistem kapitaisme di Indonesia diawali dengan disahkannya
Undang-undang penanaman modal asing pada tshun 1968 pada masa
pemerintahan Socharto. Investasi asing masuk pada sektor-sektor strategis
Indonesia, seperti pertambangan, pengeboran minyak serta air. Dari investasi

asing dan utang luar negeri perekonomian Indonesia dikendalikan oleh asing,

2 Ibid
» bid




schingga aset-aset penting bangsa yang scharusnya bisa memakmurkan rakyat
temyata hanya menguntungkan asing. Bentuk-bentuk pengendalian asing dalam
perekonomian di Indonesia melalui kebijakan-kebijakan seperti privatisasi,

deregulasi serta liberalisasi.

a. Privatisasi

privatisasi adalah sebuah konsep yang netral, bisa -mendatangka:-l kebaikan
bisa pula menimbulkan kerugian. Pada tahap awal privatisasi bisa meningkatkan
BUMN tetapi pada gilirannya privatisasi akan mendatangkan kerugian kalaun
sudah berada ditangan swasta tidak lagi memperhatikan kepentingan umum.
Seharusnya badan yang menyangkut kescjahteraan rakyat bayak tidak perlu
diprivatisasi. Pada akhirmya privatisasi akan menguntungkan orang yang
mempunyai uang.”®

Pada masa pemerintahan SBY, Indonesia makin takluk dengan agenda
neoliberalisme Amerika Serikat, terjadi privatisasi disektor-sektor publik, mulai
dari penjualan BUMN, pencabutan subsidi BBM, hingga upaya menggolkan
berbagai kebijakan yang mendukung privatisasi aset-aset publik, misalnya
Undang-undang nomor 07 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan juga
kebijakan-kebijakan di bidang lain yang tak lepas dari nuansa liberal, seperti
pengesahan Rancangan Undang-undang Bahan Hukum Pendidikan yang pro
liberal, pada tabun 2009. Kebijakan yang dilakukan pemerintahan SBY seperti

melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya yaitu semangat menyukseskan

* Ibid hal. 174
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privatisasi beberapa BUMN yang bergerak di sektor pelayanan masyarakat.
Alasan yang digunakan juga sama, yaitu untuk menutupi defisit APBN pusat
2005. Dalam APBN tersebut, penerimaan dari privatisasi ditargetkan sebesar Rp
3.5 tritiun.®

Privatisasi BUMN pertama kali dilakukan oleh pemerintahan masa Orde
Baru pada tahun 1991 dengan cara menjual 35% saham PT Semen Gresik di pasar
modal Indonesia dan Pasar Modal Amerika. Kemudian privatisasi dilakukan pada
tahun 1994 hingga 1997 dengan mencatatkan 5 BUMN besar di pasar ‘modal.
pemerintah Orde baru melakukan privatisasi untuk pembayaran utang luar negeri.
Pada masa pemerintahan Presiden B. J. Habibie, menjual 14% saham PT Semen
Gresik kepada Cemex dari Mexico, 51% saham PT Pelindo II kepada investor
Hongkong, dan 49% saham PT Pelindo III kepada investor Australia. Pada tahun
2002 pemerintahan Presiden Megawati menjual 41,94% saham Indosat milik
Pemerintah kepada BUMN Singapura. Di era SBY, Pemerintah semakin rajin
mengobral aset negara. Tahun 2007 Pemerintah merencanakan 15. BUMN
diprivatisasi, sedangkan tahun 2008 BUMN yang hendak diprivatisasi mencapai
443

Seperti yang sudah diperkirakan pemerintah Indonesia melalui Komite
Privatisasi akhimya pada tahun 2008 memutuskan untuk memprivatisasi 34
BUMN dan melanjutkan privatisasi 3 BUMN yang tertunda pada tahun 2007

sehingga total BUMN yang diprivatisasi sebanyak 37. Privatisasi pada tahun 2008

30 htpe//www.beritajatim.com/Ekonomi/2009/06/24, diakses pada tanggal 20 Januari 2010
3 ttp://forum.detik.com/showthread.php?p=8330551, diakses pada tanggal 20 januari 2010
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merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Pada periode 1991-2001
pemerintah Indonesia 14 kali memprivatisasi BUMN dengan jumlah BUMN yang
diprivatisasi 12. Pada periode 2001-2006 pemerintah juga 14 kali memprivatisasi
BUMN dengan jumlah BUMN yang diprivatisasi sebanyak 10. Kebijakan
pemerintah tersebut merupakan BOM privatisasi, karena dalam satu tahun
pemerintah akan melepas 37 BUMN.2

Melalui privatisasi, kekayaan milik umum berpindah menjadi milik
swasta. Dengan privatisasi pula, Pemerintah melepaskan peranannya dalam
berbagai pengelolaan ekonomi yang ditandai dengan banyak dikuasainya sektor-
sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak oleh pihak swasta, termasuk
swasta asing, baik secara langsung maupun melalui proses privatisasi. Sebagai
contoh, saat ini perusahaan multinasional seperti Exxon (melalui Caltex), Atlantic
Richfield (melalui Arco Indonesia) dan Mobil Oil sudah menjarah seluruh
kekayaan minyak Indonesia. Selebihnya, Pemerintah yang diwakili Pertamina,
hanya memperoleh porsi yang sedikit (sekitar 14%). Kemudian muncul juga

pengusaha swasta nasional seperti Medco, Humpuss, Astra Internasional, dll.

b. Deregulasi

Menurut pakar-pakar Neoliberalisme (bentuk baru dari kapitalisme)
seperti Jagdish Bhagwati, Anne O. Krueger, bela Ballasa dan lainnya, semakin
besarnya campur tangan pemerintah dalam perekonomian menyebabkan semakin

lambatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang bersangkutan. Inilah

32 1arian Bisnis Indonesia, halaman 3 terbit 5 Februari 2008
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yang mendorong mercka untuk mendesak negara-negara berkembang untuk
mengurangi campur tangan pemerintah dengan melaksanakan deregulasi.
Beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah yang paling awal dan
agresif dalam menerapkan ajaran Neoliberalisme untuk melakukan deregulasi.
Menurut Jeffrey A. Winters, Indonesia langsung melancarkan deregulasi dan
liberalisasi sesudah hancurnya masa keemasan minyak bumi tahun 1982.
Deregulasi finansial dilakuakan tahun 1983, pajak tahun 1984, rabat tarif bagi
eksportir tahun 1985, perdagangan dan investasi tahun 1986 dan 1987, perbankan
dan moneter tahun 1988. Deregulasi yang dilakukan tanpa filter ini, terutama
dalam perbankan dan moneter terbukti sangat riskan. Seperti dikatakan Stiglitz :

“small developing countries are like small boats. Rapid capital market

liberalization, in the marmer pushed by the IMF, amounted to setting them

off an a voyage on a rough sea, before the holes in their hulls have been
repaired, before the captain has received training, before lefe vests have
been put on board”.”

Kebijakan deregulasi yang disarankan oleh Bank Dunia dan IMF lebih
banyak diterapkan dalam gerak modal dan uang, tidak dalam gerak buruh dan
tenaga kerja. Dalam banyak kasus negara-negara maju justru menuntut
pemerintah di negara-negara pinggiran untuk lebih ketat mengontrol buruh.
Proyek deregulasi yang dicanangkan oleh kaum Neoliberalisme sesungguhnya
lebih banyak berisi deregulasi pada jangkauan kekuasaan para pemilik modal dan
aset finansial. Deregulasi seperti ini hanya akal-akalam untuk memberikan kartu
truf berupa berupa hak istimewa dan kekuasaan yang sangat besar pada pemilik
modal. Deregulasi sendiri merupakan agenda yang dijalankan oleh pemerintah di

3 Deliamov. Op.Cit. hal. 173
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negara berkembang dalam membuat peraturan/kebijakan yang didalamnya
dimasukkan kepentingan para pemilik modal.**

Pada masa pemerintahan SBY terlihat bahwa SBY begitu lemah terhadap
IMF dan pilar globalisasi lainnya. Tidak ada perlawanan terhadap agenda-agenda
neoliberalisme yang salah satunya deregulasi. Selain membuat kebijakan-
kebijakan baru yang melindungi kepentingan kalangan pemilik modal.

Di masa pemerintahan SBY adanya deregulasi ditandai dengan di
sahkannya Undang-undang penanaman modal asing No.25 pada tahun 2007.
Undang-undang ini disahkan untuk memberikan investor asing kemudahan dalam
menanamkan modal di Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan hak
kepada investor asing untuk menguras sumber-sumber strategis yang dimiliki
negara ini mulai dari hasil hutan, perkebunan, minyak, gas, mineral dan bahan
tambang lainnya termasuk tanah, pasir dan bahkan air. Hingga saat ini luas
wilayah Indonesia yang diserakan untuk kegiatan investor asing mencapai 175
juta hektar atau setara dengan 91 % luas daratan Indonesia untuk investasi sektor
kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Belum termasuk wilayah-wilayah laut
kita yang telah diserahkan kepada investor asing di bidang perikanan.*

Disahkannya UU PMA tersebut juga melegitimasi pemerintahan SBY
untuk terus menjalankan kontrak karya perusahaan pertambangan Freeport untuk
semakin lama mengambil kekayaan tambang Indonesia. Freeport telah
menambang emas, perak, tembaga di Papua dari tahun 1967 dan setelah kontrak

tersebut diperbaharui tahun1991 kontrak tersebut berakhir pada 1941. Pada masa

b |
Ibid
3 hitpy//www.globaljust.org, diakses pada tanggal 15 Februari 2010
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SBY juga di setujui kontrak karya pada sektor-sektor strategis seperti Blok Cepu.
Pemerintahan SBY memberikan lead operatorship sepenuhnya kepada Exxon
mobil yang kontrak karyanya berlaku sampai 2036.%

UU PMA semakin kokoh keberadaanya dengan adanya peraturan presiden
No.77/2007 tentang kepemilikan modal. Dalam peraturan presiden tersebut,
Indonesia seperti dijual habis-habisan. Dalam peraturan tersebut batas
kepemilikan modal asing disektor energi dan sumber daya mineral, pihak asing
diperbolehkan memiliki 95% dalam bidang usah: pembangkit tenaga listrik, 95%
jasa pengeboran minyak dan gas bumi di Indonesia di lepas pantai timur, 95%
transmisi tenaga listrik, 95% pembangkit listrik tenaga nuﬂk, 95% pengeboran
minyak dan gas bumi di darat, 95% pengembangan tenaga peralatan penyediaan
listrik. Di sektor pekerjaan umum, kepemilikan asing boleh sampai 95% untuk
pengusahaan jalan tol dan 95% pengusahaan air minum. Di sektor pertanian,
asalkan luas lahan melebihi 25Ha, kepemilikan asing boleh sampai 95% untuk
bidang usaha budi daya padi, 95% budi daya jagung, 95% budi daya ubi kayu,
dalam pembenihan/pembibitan palawija, perbenihan, perkebunan dan industri
pengolahan hasil kelapa sawit. Tidak hanya dalam pertambangan dan pertanian
dalam ranah pendidikan, kepemilikan asing juga diperbolehkan. 49% dibidang-
bidang usaha pendidikan dasar dan menengah, 49% pendidikan tinggi, dan 49%
pendidikan non formal.*’

Selain disahkannya UU PMA, UU Badan Hukum Pendidikan, masa

pemerintahan SBY juga mensahkan Undang-undang tentang sumber daya air

;: Mohammad Amien Rais, Selamatkan Indonesia, Yogyakarta: PPSK Press, 2008, hal. 210-211
Ibid
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yaitu UU No. 7 tahun 2004. Yang mana air yang menguasai hajat hidup orang
banyak bisa dikuasai oleh pihak asing. Kemasan air mineral Aqua, Nestle dan
minuman kemasan lainnya merupakan hasil produksi dari sumber mata air yang
ada di Indonesia, tetapi sumber mata air tersebut dimiliki oleh perusahaan-
perusahaan asing seperti Danone dn3

Selain itu produk lain dari deregulasi di Indonesi adalah UU Tenaga Kerja.
UU ketenaga kerjaan menerapkan sistem kontrak (outsourching) dimana sistem
ini membuat perusahaan dapat menghemat pengeluaran dan membiayai sumber
daya manusia di perusshaan yang bersangkutan. Sistem ini pada akhimya
menguntungkan para pengusaha/pemilik modal dengan mengorbankan hak-hak
kaum buruh, sehingga mereka tidak mendapat pesangon dan tunjangan-tunjangan
lainnya. pengaturan hukum outsourcing (Alih Daya) di Indonesia diatur dalam
Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (pasal 64, 65 dan 66) dan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia
No.Kep.101/Men/VI/2004. Keputusan menteri tersebut berisi tentang Tata Cara
Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004). Peraturan
ini dipertegas dalam Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang paket Kebijakan Iklim
Investasi disebutkan bahwa outsourcing (Alih Daya) sebagai salah satu faktor
yang harus diperhatikan dengan serius dalam menarik iklim investasi ke

Indonesia. Bentuk keseriusan pemerintah terscbut dengan menugaskan menteri

38 http:/fjakarta.indymedia.org/, diakses pada tanggal 15 Februari 2010




tenaga kerja untuk membuat draft revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.*

Terlihat jelas dalam Undang-undang ketenaga kerjaan yang didalamnya
terdapat sistem kontrak atau owutsourching merupakan Undang-undang yang
sengaja dirancang untuk bisa menarik investasi, karena upah buruh yang murah
menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Upah
buruh yang murah juga dapat mempercepat proses akumulasi keuntungan
perusahaan.

Dari sekian Undang-undang, baik yang disahkan pada masa SBY atau
lanjutan dari pemerintahan sebelumnya terlihat jelas kendali asing untuk
menyerahkan negara Indonesia ketangan asing. Indonesia memang sudah merdeka
selama 63 tahun, terbebas dari penjajahan fisik dari negara lain, tetapi sampai saat
ini Indonesia masih dijajah oleh ncgara lain secara ekonomi.

c. Liberalisasi

Pemerintah Indonesia telah memulai liberalisasi ekonomi sejak dua puluh
lima tahun yang lalu, tepatnya tahun 1983 dengan meliberalkan pasar keuangan.
Sedangkan liberalisasi ekonomi yang lebih luas, juga telah dilakukan secara
agresif sejak tahun 1994 saat Indonesia menjadi salah satu inisiator Bogor
Declaration, cikal bakal Asia Pacific Economic Co-operation (APEC). Setelah
perjanjian tersebut sangat banyak kesepakatan liberalisasi ekonomi dan
perdagangan yang telah dilakukan oleh Indonesia. Indonesia bahkan sangat

agresif dalam perdagangan bebas baik secara multilateral (APEC, WTO, ASEAN-

% http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/05/outsourcing, diakses pada tanggal 15 Februari 2010
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Eropa, ASEAN-Australia-New Zealand, ASEAN-India, G-20 dll) maupun
bilateral (seperti EPA Indonesia-Jepang, Kerjasama Indonesia Amerika,
Indonesia-Rusia, dif).*°

Liberalisasi yang ada di Indonesia tidak terbatas pada hanya liberalisasi
ekonomi dan perdagangan tetapi juga liberalisasi perbankan, pendidikan dan
sektor-sektor lain. Dijalankannya Liberalisasi di berbagai sektor ini tidak terlepas
dari rekomendasi Konsensus Washington yang merupakan agenda dari paham
ekonomi liberal yang menjadikan pasar scbagai panglima dengan meminimalkan
peran pemerintah. Liberalisasi perdagangan dilakukakan melalui kesapakatan
dalam WTO dan berbagai perjanjian dengan lembaga keuangan multilateral
sebagai prasyarat pemberian utang.*!

Liberalisasi perdagangan ditandai dengan dijalankannya kesepakatan
dengan AFTA (dsean Free Trade Area). AFTA adalah bentuk dari kerjasama
perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN yang berupa kesepakatan untuk
menciptakan situasi perdagangan yang seimbang dan adil melalui penurunan tarif
barang perdagangan dimana tidak ada hambatan tariff (bea masuk 0-5 %) maupun
hambatan non ftariff bagi negara-negara anggota ASEAN.? Selain itu
tergabungnya Indonesia dalam keanggotaan di WTO merupakan fakta bahwa
Indonesia siap meliberalisasikan sistem perekonomian, sementara kondisi dalam
negeri Indonesia belum siap mengikuti liberalisasi perdagangan.

Melalui kesepakatan di dalam WTO, Negara-negara maju sepakat untuk

mencabut seluruh bentuk subsidi bagi komoditas pertanian mereka pada tahun

* Deliamov. Op.Cit.halaman 191
“! Ibid, hal. 193
“2 hetp//www.unisosdem.org, diakses pada tanggal 13 Februari 2010
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2013 dan mulai tahun 2006 diterapkan untuk komoditas kapas. Dengan demikian
akan tercipta pola persaingan global yang sehat dan berkeadilan. Bila langkah
tersebut berhasil, Bank Dunia memprediksi pendapatan global akan meningkat
sebanyak 287 miliar dolar AS dan penduduk miskin dengan pendapatan kurang
dari 1 dolar AS per hari akan berkurang 5 persen tiap tahun. Penghapusan subsidi
tersebut sangat membantu meningkatkan daya saing komoditas pertanian negara
berkembang, karena faktor pendistorsi pasar dihilangkan.*

Namun demikian, terbukanya pasar dunia tidak akan serta-merta dapat
ditembus dengan mudah manakala perangkat domestik di negara berkembang
tidak mendukung ke arah terbentuknya daya saing global. Banyak persoalan
domestik di negara berkembang seperti di Indonesia yang menghambat daya
saing, kelemahan tersebut antara lain, iklim investasi yang kurang kondusif,
panjangnya jalur birokrasi yang melahirkan ckonomi biaya tinggi, kondisi
infrastruktur yang kurang memadai, kondisi ekonomi makro yang belum cerah,
serta teknologi dan kualitas SDM yang masih rendah. Kompleksnya masalah
internal terscbut menyebabkan Indonesia masih berkutat di urutan ke-74 dalam
hal daya saing global, jauh tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga
seperti Thailand dan Malaysia yang menempati urutan ke-36 dan 24. Rendahnya
peringkat daya saing mencerminkan rendahnya kepercayaan pasar global terhadap
produk/komoditas yang dihasilkan negara yang bersangkutan. Artinya komoditas-
komoditas yang dihasilkan oleh negara tetangga akan lebih mudah diserap pasar
daripada produk-produk yang dihasilkan negara kita. Sebagai contoh, komoditas

4 http: www.pikiranrakyat.com, diakses pada tanggal 14 Februari 2010
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buah-buahan dari Thailand sudah merajai pasar dunia, demikian pula komoditas
karet dan minyak sawit sudah didominasi oleh Malaysia, bahkan pasar Jepang
untuk komoditas kayu yang awalnya dikuasai Indonesia, kini sudah diambil alih
oleh Malaysi;l. Dengan persaingan secara terbuka melalui pasar bebas akan
menggiring tiap negara untuk meningkatkan sumber daya yang mempunyai
keunggulan komparatif tinggi. Selain itu, efisiensi dan peningkatan nilai tambah
juga merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan daya saing.
Liberalisasi ekonomi harus dibarengi dengan kesiapan domestik suatu negara, jika
Indonesia belum mempersiapkan kondisi dalam negeri dalam pasar global, negara
tetangga seperti, Malaysia dan Singapura telah mempersiapkan diri.**

Selain itu masuknya retail raksasa seperti Carefour ke pasaran Indonesia
menyebabkan adanya pergeseran perdagangan tradisional sehingga usaha kecil
dan mikro kalah bersaing. Persaingan yang tidak seimbang ini menyebabkan
banyaknya pasar tradisional yan gulung tikar. Masuknya retail raksasa di
Indonesia merupakan dampak dari kebijakan ekonomi neoliberal. Jika
dibandingkan dengan negara maju, Carefour di Eropa dan AS hanya boleh
berlokasi di pinggiran kota, sehingga tidak mematikan usaha kecil dan mikro.
Tetapi di Indonesia keberadaan retail terscbut di dalam kota yang akhimya
membangkrutkan pasar tradisional. Selain itu market sharemya juga dibatasi.
Kalau di Jepang market sharenya maksimal 1%, Korea Selatan 3%, sedangkan

Indonesia bisa mencapai 11%.*

44 >
Ibid
43 hitpo//www.serambinews.com, diakses pada tanggal 13 Februari 2010
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Pada sektor perbankan, pemerintahan SBY membiarkan dunia perbankan
tanpa pengaman. Di negara-negara Asia, mereka menyerahkan sedikit
kepemilikan asing di sektor perbankan tetapi tidak menyerahkan secara bulat-
bulat. Filipina membetasi kepemilikan asing hanya sampai 51%, Thailand 49%,
India 49%, Malaysia 30%, China 25%, Vietnam 30%. Sedangkan di Indonesia,
menurtu Biro Riset Info Bank pada penghujung akhir 2005 penguasaan aset oleh
pihak asing mencapai 48,51 %, pemerintah hanya 37,45% dan selebihnya dikuasai
kalangan swasta. Pada tahun 2008 laju kepemilikan asing atas aset perbankan juga
semakin pesat. Miranda Goeltom dari Bank Indonesia juga menegaskan bahwa
Bank Indonesia tidak akan pernah membatasi kepemilikan asing atas instrumen
SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Padahal uang dari luar yang masuk ke Indonesia
sangat gigih memborong SBI. Bunga yang dibayarkan BI untuk SBI yang
dimiliki asing adalah uang negara. Dan patut diketahui bahwa SBI bukan
instrumen investasi.*®

Sudah jelas bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan SBY
merupakan kebijakan yang pro terhadap neoliberalisme dan merupakan
perwujudan dari agenda-agenda yang menjadi kesepakatan Konsensus
Washington. Sehingga kekayaan alam yang melimpah di Indonesia tidak bisa
mensejahterakan rakyat Indonesia sendiri tetapi menguntungkan pihak asing yang
memiliki modal karena kebijakan yang dikeluarkan bukan kebijakan yang pro-

rakyat sesuai UUD 1945 pasal 33, tetapi kebijakan neoliberal.

% Mohammad Amien Rais. Op.Cit.halaman 159-160
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C. Posisi Indonesia Dalam Perekenmian Global

Jika dilihat dari data-data statistik baik dari PDB, ekspor-impor, investasi,
utang Iuar negeri menunjukkan pembangunan ekonomi Indonesia lemah. Hal ini
terlihat jika data-data tersebut dibandingkan dengan data-data statistik negara-
negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia atau negara-negara lainnya.
Perkembangan ekspor dan impor juga memberikan peranan yang sangat penting.
Dalam teori perdagangan internasional jika dilihat dari perdagangan keunggulan
komparatif menunjukkan bahwa negara maju lebih memfokuskan pada produksi
barang-barang teknologi tinggi serta barang-barang industri, dan barang padat
modal sedangkan negara pinggiran (sedang berkembang) menggantungkan
perdagangannya pada ekspor komoditi pertanian.*’

Negara-negara pinggiran yang berhasil meningkat menjadi negara industri
baru telah berhasil mengubah produk keunggulan komparatif yang mereka punya.
Taiwan, Hongkong, dan Korea Selatan telah mampu mengembangkan produk-
produk industri mereka hingga menembus pasaran negara maju seperti Amerika
Serikat dan Eropa.*® Dalam pusaran ekonomi dunia, dimana ada beberapa negara
yang mampu mengembangkan pembangunan ekonomi mereka dapat berhasil
meningkatkan posisi mereka dalam perekonomian dunia dan posisi Indonesia
masih belum bisa mengembangkan pembangunan ekonominya. Sehingga dalam
perekonomian global Indonesia masih menjadi negara pinggiran. Hal ini terlihat

dari ekspor-impornya dalam perdagangan internasional. Indonesia masih

:: Norman Gemmel, #/mu Ekonomi Pembangunan, Jakatta: PT Pustaka LP3ES, 1992, hal, 34
Ibid




mengandalkan ekspor pada barang-barang pertanian yang belum diprodusi dengan
kata lain bahan-bahan mentah sebagai bahan baku produksi negara maju.

Selain itu untuk melihat posisi Indonesia dalam perekonomian global
dapat dilihat dari GNP. Untuk membandingkan perkembangan pembangunan
ekonomi negara-negara digunakan perbandingan GNP/PDB. Indikator-indikator
statistik akan lebih mudah untuk digunakan sebagai pembanding. Setiap
organisasi atau lembaga mempunyai kriteria yang berbeda dengan kelompok
negara-negara dengan tingkat ekonomi yang berbeda. World Bank menggunakan
GNP/PDB per kapita untuk mengklasifikasikan negara-negara. Menurut World
Bank, negara berpenghasilan rendah mempunyai GNP 765 US$ merupakan
negara berpenghasilan rendah, negara yang mempunyai GNP 766 ke 3.035 US$
merupakan negara berpenghasilan menengah rendah, negara yang mempunyai
GNP 3.036 ke 9.385 US$ merupakan negara berpenghasilan menengah ke atas,
negara yang mempunyai penghasilan 9.386 US$ atau lebih merupakan negara
berpenghasilan tinggi.”® Indonesia yang mempunyai GNP per kapita 1279 pada
tahun 2005 masuk kedalam kategori negara berpenghasilan menengah-rendah

dalam bahasa Wallerstein disebut negara pinggiran.”

* hetp://www.worldbank.org/depweblenglish/beyond/global/chapter2 html
5 http:/fwww.student softhe world.info




